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PROVINSI MALUKLS

FERATURAN DAERAH KOGTA TUAL
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TUAL,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 "ayat [1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan



. Mén gingat

Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waltu vang ditentukan oleh ketentuan peratfuran perundang-undangan untuk

memperoleh Persetujuan Bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan

sebagaimana dimaksud dglam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencang Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepaketi bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,

. bahwa berdasarkan pertimhbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perla menetapkan-Feraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2018,

. Pasal 18 ayat (b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi '

dan Nepotisine (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851];

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Item;ang Keuangan Negara (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Yomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjewab Keuanpgan Negara

{Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); : '

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indenesia Tabhun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndgnesiz Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52334);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) '

Undang- Unda.ng Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Ralyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568} '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 5587} sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ferubahan Kedua Undang-Undang Numur 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679,

Peraturan Pemerintah Neomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanema MNomor 4028); '

Peraturan Pemerintzh Neomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolzan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tzhun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomoer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 45738}
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 teniang Pedoman Peryvusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 458)5]; .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Daerah
Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nemor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592); '

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461 4);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Noinor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 47, Tambshan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomar 4712); : : .

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Ferubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); "

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara ERepublikt Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah {Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Femerintah Nomor 43 Tahun 20149 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Reﬁ{lrb]jk Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539); : _ :

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentarng Perubahan Peraturan
Pemerinitah Nomo 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
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bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repuh]il.': Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintsh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembararn
Republilc Indonesia Nomor 6057); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah; h . e

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, -

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 3osial yang
bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomoer Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peratutan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bcrsumber dari ﬁnggarm‘:
Pendapatan dan Belanja Dasrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tehun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,

Peraturart Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang tentang Pokeok-Pokok Pengclolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Nemor 06 Tahun 2014 teniang Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lemba.-ran Daergh Tahun 2014 Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081]; ' -



Dengan Persetujuan Bersama

NEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL
dan
WALIKOTA TUAL

MEMUTUSEKAN :

Meaneta:izan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TUAL TAHUN
ANGGARAN 2018

iy

Pasal 1
Aﬁggar::m Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagai berikut : .
1) Pendapatan Daerah Rp. 598.558.737.326,00
Z) Belanja Daerah ) Ep. 668.903.128.282,00
Surplus / Defisit Rp. (70.344.390.956,00) -

3) Pembiayaan Daerah :

a}] Penerimaan Rp. 70.344.390.956,00 -
b} Pengeluaran REp. 0,00
Pembiayaan Netto Ep. 70.344.390.956,00
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Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari :

a) Pcndapatan Asli Daerah ) Rp. 32.528.688.226,00
b) Dana Perimbangan - Rp. 227.509.060.000,00
¢} Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 38.520.989.1003,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf a terdin dari jenis pendapatan :

a} Pajak Daerah . - Rp. ©4,030.916.716,00
b) Retribusi Daerah Rp. - 4.882.025.000,00
¢] Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahlkan Rp. ' - 1.681.115.661,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. : 21.934.630.849,00

Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat {1} huiruf b terdin dari jenis pendapatan :

L Y

a) Dana Bagi Hasil Rp. G.283.865.000,00
b] Dana Alokasi Umum Rp. 394.706.960.000,00
¢) Dana Alokasi Khusus Rp. 123.518.235.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins{ Rp. 9.651.026.100,00

e

b) Dana Penyesuaian dan Ctonomi Khusus “Rp.” - 28.869.963.000,00
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Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdir dari -

a} Belanja Tidak Langsung Rp.
b] Belanja Langsung Rp.

276.171.009.282,00
392 7391 19.000,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin dari jenis belanja :

a) Belanja Pegawai _ Rp.
b] Belanja Subsidi ‘ = Rp.
¢) Belanja Hibah ' Rp.
dj Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa L | Rp.
e] Belanja Bantuan Keuarngan ; Rp.
fy Belanja Tak Terduga Rp.

Belarja Langsung sebagaimana dimaksud padea ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a} Belanja Pegawai Rp.
b) Belanja Barang dan Jasa Ep.
c) Belanja Modal ' Ep.

155.158.422.282,00

1.400.000.000,00
33.117.600.000,00

776.034.700,00
80.218.952.300,00
| 5.000.000.008,00

10.585,600.200,00
219.979.699.495,00
162.166.819.305,00
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Pasal 4
1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a) Penerimaan ] Rp. 70.344.,350.956,00
b) Pengeluaran ) Rp. 0,00

7] Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan !

‘& Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahiun Sebelumnya {Sil.PA] ‘
Rp. 70.344.390.956,00

3) Pcngeluéran éebagaiména dimaksud pada ayat (1] huruf b terdird dari Jenis Pembiayaan

a) Pén}'crtaan Modal (Investasi] Pemerintah Daerah Rp. : _ 0,00
L) Pembayaran Pokok Utang Ep. | 0,00
.
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdin dari

Lampiran [ Ringkasan APBD _
Lampiran [T Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 Lampiran Il Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayan;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Qrganisasi, F‘mgraﬁi dan Kegiatan;

RN e

Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fongsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;




Lampiran VI  DaftarJ umlah Pegawai Per Golongan dém Per Jabatan;

Lampiran VIl Daftar Fiutang Daerah

Lampiran VIII Daflar Penyertaan Modal {Investasi} Daerah;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambghan dan Fengurangé_n Aset Tetap Daerah;

. Lampiran X  Daflar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya

. Lampiran X! Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggatkan kembali dalam
tahun anggaran ini;

. Lampiran XI[ Daftar Dana Cadangan I‘Z_)%aerah dan;

Lampiran XI[I Daftar Pinjaman Daerah dan Qbligasi Daerah
Pasal 6
Walikota Tual menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pandapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan

operasional pelaksanaan APBD

9
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.
- Agar setiap crang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Paerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
. Daerah Kota Tual. 3 .

Ditetapkan di Tual

Diundangkan di Tual

e ——

LEMBARAN DAERAH KOTA TUAL TARUN 2017 NOMGR g9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTATUAL, PROVINS! MALUKU
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